SALINAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR 262 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA FASILITASI DAN EVALUASI DOKUMEN RENCANA
KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

Menimbang

Mengingat

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan kegiatan
Fasilitasi dan Evaluasi Dokumen Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu
membentuk panitia;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Gubernur tentang Pembentukan Panitia Fasilitasi dan
Evaluasi Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2024;

. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi

Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151 ), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

2.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang
Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang
Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan
Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 4 Tahun 2024
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Membentuk Panitia Fasilitasi dan Evaluasi Dokumen
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024,
dengan susunan keanggotan Tim sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Keputusan ini.

Panitia Fasilitasi dan Evaluasi sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:

'

2.
3.

o gf

menyiapkan pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi
Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
memverifikasi kelengkapan dokumen;

membuat Berita Acara pelaksanaan Fasilitasi dan
Evaluasi Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
menyediakan absen Tim Pembahas dan Tim Notulensi
membantu dan menyediakan fasilitas yang
dipergunakan dalam keperluan Fasilititasi dan Evaluasi
Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
melaporkan hasil kegiatan kepada penanggung jawab
kegiatan.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah.
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KEEMPAT . Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan
mempunyai daya laku surut terhitung bulan Januari
2024.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 16 Desember 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
ANWAR HARUN DAMANIK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

N\ A

YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;

Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;

Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
Masing-masing yang bersangkutan.
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR : 262 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA FASILITASI DAN
EVALUASI DOKUMEN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN
2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM
NO NAMA JABATAN JABATAN
DALAM
DALAM INSTANSI PANITIA
1 2 3 49 N
Plt. Kepala Bapperida Papua| Penanggung
1: JULL EDDY WAY, S.Sos Tengah Jawab
Kepala Bidang Perencanaan
- Makro, Pengendalian, Evaluasi
2 Jemmy Gerson Adil, S.E dan In pada Bapperida Provinsi Hea
Papua Tengah
. 5 8 Kasubbid Pengendalian dan .
3. | Alvian Nipi, S.T. P — Wakil Ketua
: Pelaksana pada Bapperida .
4. Hans Aninam Provinsi Papua Tengah ckretas
Kasubbid Bidang Data Anggota
s Seminus Enumbi, S.STP. Informasi Pembangunan
Daerah
Kasubbid Perencanaan Makro Anggota
6. Yelly Telenggen, S.Sos. Din Pendanaan Pembangunan
7 Irisnita, ST Kasubbag_ Umum Dan Anggota
Kepegawaian
. Pelaksana pada Bapperida
8. Suwignyo, S.Sos., M.H. Previiisl Pagua Tengali Anggota
9. Bt Brates Pelal.csa-na pada Bapperida Anggota
Provinsi Papua Tengah
. Pelaksana pada Bapperida Anggota
1. | Welep Tabym Provinsi Papua Tengah
11. | Akuila Nanthi Pelal-«;sapa pada Bapperida Anggota
Provinsi Papua Tengah
12. | Edmound Izaac Syaranamual, S.E. Pelalfsapa pada Eapperida Anggota
Provinsi Papua Tengah
. Pelaksana pada Bapperida
13. | Christian A. Edoway, S.STP. Provinsi Papua Tengah Anggota
g Pelaksana pada Bapperida
14. | Zakaria Kalalembang, S.Sos Provinsi Papua Tengah Anggota
. Pelaksana pada Bapperida
15. | Herlin M.A.D. Mansawan, S.H. Provifisi Papua Tengah Anggota
. . Pelaksana pada Bapperida
16. | Agus Korinnus Kadiwaru, S.IP Provinsi Papua Tengah Anggota
17, | Feniks Melvi Kareni, ST Pelaksana pada Bapperida| ., .,

Provinsi Papua Tengah




5 2

1 2 3 4
18. | Henok Madai, S.Tr.IP gelaksana pada Bapperida Provinsi Aniguots
apua Tengah
19. | Syalomita Ezra Rumbiak, S.Tr., IP Felaicsana pada Bapperida Frovinsi Anggota
Papua Tengah
20. | Anance Melanesia Sapari, S.T Tengga .Kontrak pada Bapperida Anggota
Provinsin Papua Tengah
21. | Hikalefiel Bonsapia Tena.ga. Kontrak pada Bapperida| Anggota
Provinsin Papua Tengah
22. | Tirsa Theo Paliling, S.Ak Tenafga' Kontrak pada Bapperida| Anggota
Provinsin Papua Tengah
58 | Pt Tena-ga‘ Kontrak pada Bapperida| Anggota
Provinsin Papua Tengah
R L L e a— Tena-ga- Kontrak pada Bapperida| Anggota
Provinsin Papua Tengah
25. | Stepen HS, S.E. Tenaga Kontrak pada Bapperida| Anggota

Provinsin Papua Tengah

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

/m.._/'

YULIUS MANURUNG, SH., M.H.

NIP 197606082002121002

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,

CAP/TTD
ANWAR HARUN DAMANIK




